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Abstrak

Mengkonsumsi produk yang halal menjadi kewajiban bagi setiap
konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun
barang-barang. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia
yang jumlahnya mencapai kurang lebih 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia.
Maka, jaminan produk halal menjadi penting untuk mendapatkan perhatian
dari Negara. Sebagian besar produk industri pangan dan jasa teknologi pangan
tidak menerapkan standaritas kehalalan secara hukum islam. Hal ini
menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat
regional, internasional, dan global yang pesat peredaran produk pangan dan
produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Baik
dalam teknik pengolahan, penyimpanan dan pengemasan produk yang
membahayakan kesehatan atau bahan baku dan tambahan yang mengandung
unsur haram.

Dari latar masalah tersebut, maka penting dalam tesis ini mengangkat
penelitian tentang jaminan kepastian hukum produk halal di Indonesia, dan
apakah ketentuan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tesis
memilih metode penelitian pendekatan normatif dengan meneliti, menganalisa
peraturan perundang-undangan terkait, dengan data sekunder melalui studi
kepustakaan dan literasi, kemudian dianalisis dan dievaluasi dengan bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Mengupas
persoalan tersebut dengan teori kepastian hukum, teori halal, terori hukum
islam.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ialah sebuah langkah besar dan
kongkrit untuk mereformasi pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Produk
Halal di Indonesia. Dengan tujuan menjamin kehalalan produk yang bereda di
wilayah negara Indonesia, dan menjaga serta mendukung nilai keagamaan
dalam menjalankan hukumnya secara sempurna. Secara garis besar,
menjelaskan ketentuan produk halal sesuai dengan prinsip keamanan, keadilan,
memberikan kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, Kinerja, dan
profesional, serta efektivitas dan efisiensi. Adapun rangkaian Proses Produk
Halal (PPH) guna menjamin kehalalan suatu Produk mencakup penyediaan
bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,
dan penyajian Produk, lokasi, tempat, dan alat-alat pendukung wajib dijaga
kebersihan dan higienitasnya, suci bersih dari najis, dan bebas dari bahan-
bahan diharamkan syariat Islam. Ketentuan peraturan tersebut sudah sesuai
dengan ketentuan hukum Islam dengan tetap menggali dalil-dalil al-Quran dan
Hadis sebagai dasar hukumnya dalam memberlakukan peraturan tentang
Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Kata Kunci: Produk, Jaminan, Halal, Syari’ah.
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam Kkata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997
dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Keterangan
\ Alif | tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< ba’ b be
< ta’ t te
< sa’ $ es (dengan titik di atas)
z Jim j je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
e kha kh ka dan ha
2 dal d de
3 zal Z zet (dengan titik di atas)
D ra’ r er
B zai z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
oa sad $ es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik dibawah)
b ta’ t te (dengan titik dibawah)
L za’ V4 zet (dengan titik dibawah)
& ‘ain ‘ koma terbaik di atas
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¢ gain g ge
- fa’ f ef
X qaf q qi
& kaf k ka
J lam I el
N mim m em
O nun n en
5 wawu W we
> ha’ h ha
e hamzah ] apostrof
¢ ya’ y Ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:
Jy Ditulis nazzala
Loy Ditulis rabbana
C. Ta’ marbit ah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis h
A~ Ditulis hikmah
L Ditulis Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al”serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

5)}2.6)‘ a.b".A.oJl

Ditulis

al-Madinah al-Munawwarah

3. Bila ta’ marbitah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau Dammabh ditulis h




8y gadl diouall Ditulis al-Madinatul-Munawwarah
D. Vokal pendek
Fathah Ditulis A
Kasrah Ditulis I
2 Dammah Ditulis U
E. Vokal panjang
Ditulis o
Fathah + Alif ada > a :jahiliyah
Ditulis
Fathah + ya’ mati Y a: tansa
Ditulis
Kasrah + ya’ mati 25 1: karim
Ditulis
Dammah + wawu mati 029yd 0: furiid
F. Vokal rangkap
Ditulis o
Fathah + ya mati ey ai: bainakum
Ditulis
Fathah + wawu mati Jsd au: qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu sata dipisahkan dengan apostrof

Ditulis
Pﬁﬁ a’antum
) Ditulis
Oas | u’iddat
Ditulis
035 () la’in syakartum
H. Kata sandang alif-lam
1. Bila diikuti huruf Qomariyyah
Ditulis

oyl

al-qur’an




Ditulis
oobdl! al-giyas
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el) nya.

Ditulis
clowd! as-sama’

Ditulis
A asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis _
29,3 93 zawi al-Furid

Ditulis
udl Jal Ahl as-Sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk yang halal menjadi pertimbangan penting bagi setiap konsumen, terutama
konsumen muslim. Produk berupa makanan, obat-obatan, minuman ataupun
produk-produk yang dapat dikonsumsi lainnya. Dengan demikian besarnya
kuantitas konsumen muslim di Negara Indonesia yang jumlahnya kurang lebih
mencapai 204,8 juta jiwa penduduk Indonesia. Maka sebab itu, produk yang
beredar di indonesia harus terjamin akan kehalalanya, dan menjadi hal penting
untuk mendapatkan perhatian dari Negara, berupa ketentuan-ketentuan yang sifat
mengikat dengan dibentuknya peraturan Negara. Didalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diterangkan
bahwa Negara memiliki kewajiban dalam melindungi segenap bangsa Indonesia

serta terjadinya tumpah darah di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.!

Dalam perkembangan industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui
berbagai teknik dan metode pengolahan baru tentu dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga kemudian menjadi

sebuah produk dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Namun

! May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In
Indonesia),” Jurnal Legislasi Indonesia,” Vol. 14: 01 (Maret 2017) him. 99-108, https://e-
jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf., akses 1 November 2021.


https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf
https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf

perlu diingat bahwa tidak luput dari sebagian besar produk industri pangan dan
teknologi pangan tidak menerapkan standaritas ketentuan-ketentuan kehalalan
secara Hukum Islam maupun secara hukum konvensional. Kemudian hal tersebut
menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat
regional, internasional, dan global yang semakin hari semakin pesat peredaran
produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur
haram. Baik dalam teknik produksi, penyimpanan, penanganan, dan pengemasan
sering kali menggunakan bahan-bahan pengawet tentu hal itu yang dapat
membahayakan kesehatan atau bahan tambahan lainya yang didalamnya
mengandung unsur haram yang bertentangan dengan tuntunan Hukum Islam dan

Hukum Negara.

Berdasarkan teori magasid asy-syart ‘ah Produk Halal menjadi kebutuhan
premier, yang mana hal tersebut jika tidak terlaksana dengan yang kemudian
mengakibatkan seseorang dalam keadaan yang terancam. Maka sebab tersebut,
menjadi wajib hukumnya tentang pentingnya “sertifikasi halal” sebagai keterangan
pada produk. Tentang kewajiban sertifikasi halal perspektif magqasid asy-syart ‘ah
iyalah dengan dalil dasarnya demi kemashlatan ummat. Kemaslahatan sebagai

tujuan syariat Islam maslahat dapat diartikan yaitu kebaikan.

Tanggapan baik dari berbagai pihak terhadap persoalan produk halal di
Indonesia, baik itu berkaitan dengan makanan, obat-obatan, minuman, dan

kosmetik yang telah ditindak olen Pemerintah Republik Indonesia dengan



diterbitkanya Peraturan Jaminan Produk Halal.? Peraturan Jaminan Produk Halal
banyak melahirkan manfaat, tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan
kepada konsumen muslim hanya semata-mata dengan menetapkan sertifikasi halal.
Dari Sisi lainya, produsen produk halal juga dapat menuai manfaat dari lahirnya
ketentuan tersebut diantaranya yaitu dengan memberikan kepastian hukum
terhadap seluruh produk halal yang diproduksinya sehingga berakibat semakin kuat
edaran dengan adanya lebelitas kehalalan. Melihat antusias konsumen muslim pada
produk yang bersertifikat halal akan lebih tertarik serta dipilih dan digemari
sehingga semakin meningkatkan angka penjualan kedapanya. Dapat disimpulkan
bahwa lahirnya Peraturan Ketentuan tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal akan memberikan dampak yang positif bagi dunia usaha.. Hal ini
bukan saja diminati oleh konsumen muslim, akan tetapi konsumen non-muslimpun
juga meminatinya, karena konsumen non-muslim memiliki anggapan dan
keyakinan bahwa produk-produk yang halal itu dapat memberikan manfaat yang
baik terhadapat kesehatan dan itu terbukti secara kwalitas dan sangat baik untuk

perkembangan tubuh baik.®

2 “Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada
Kosumen” http://www. hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-
berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen, akses 4 Desember 2021.

3 Ma’ruf Amin, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan (Jakarta: Pustaka
Jurnal Halal, 2010), him. 79.



B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam
penelitian ini,
1. Bagaimana jaminan kepastian hukum produk halal di Indonesia?

2. Apakah kepastian hukum produk halal sesuai dengan ketentuan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah untuk
menganaslisa dan menjawab:
a. Bagaimana Kepastian Hukum Jaminan Produk Halaldi Indonesia
b. Kesesuaian Hukum Islam dengan Hukum Perundangan-undangan tentang

Jaminan Produk Halal di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia
akademik dan bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan Jaminan
Produk Halal Penelitian ini dapat diajadikan acuan permasalahan serta
pertimbangan dalam pembentukan regulasi turunan dari Peraturan

Pemerintah Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.



b. Manfaat Praktis
Penilitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi pemikiran bagi peminat,
penegak hukum dan masyarakat sebagai pedoman dalam memahami
pelaksanaan sertifikasi produk halal serta regulasi yang mengatur

pelaksanaannya.

D. Telaah Pustaka

Dalam masalah ketentuan jaminan kehalalan produk, penyusun telah menelusuri
berbagai macam referensi terhadap beberapa literatur maupun penelitian,

diantaranya:

Pertama, Mashudi (2016), menjelaskan Undang-Undang Jaminan Produk
Halal kehadiranya karena terjadi kekosongan hukum terkait persoalan tersebut dan
jikalaupun ada ketentuan hukum berkait dengan produk halal, namun sifatnya
masih parsial dan voluntir, Hukum jaminan produk halal kehilangan sifat
progresifitasnya, UU JPH termasuk hukum progresif yang menempatkan manusia

sebagai obyek hukum.*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada obyek yang
sama lebih memfokuskan pada eksistensi UU JPH dari sisi progresifitas hukum.

Sedangkan penulis selain meneliti dari sisi progresivitas juga meneliti dari sisi

4 Mashudi, “Membumikan Hukum Islam Progresif : Respon Konsumen Muslim terhadap
Undang-undang Jaminan Halal,” Jurnal Thya’ Ulum Al-Din, Vol. 19:1, (2017).



efektifitas, legal drafting serta sinkronisasi dan harmonisasi dalam perkembangan

kehidupan sosial masyarakat bangsa Indonesia dengan korelasi Hukum Islam.

Kedua, May Lim Charity (2016) menyebutkan penyusunan peraturan
pelaksana dari UU JPH dan pembentukan BPJPH sebagai langkah awal dalam
produktifitas produk halal di Indonesia, maka perlu dipercepat prosesnya agar UU

JPH dapat secara efektif melindungi konsumen Indonesia.®

Ketiga, Asri (2016) dalam salah satu keterangannya menjelaskan bahwa
Perlindungan hukum bagi konsumen muslim dari produk makanan tidak
bersertifikat halal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk halal (JPH). Sertifikasi halal bersifat wajib (mandatory) sehingga
produk yang tidak memiliki izin sertifikasi halal dan/atau tidak berlabel halal maka
produk itu tidak dapat izin beredar di Indonesia, baik produk tersebut yang tempat
produksi di dalam negeri ataupun yang di berasal dari luar negeri. Walaupun obyek
penelitian sama, penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian ini
lebih memfokuskan pada bagaimana perlindungan konsumen yang mengkonsumsi
produk tidak bersertifikasi halal secara umum. Namun Penelitian ini juga tidak
menjelaskan bagaimana Hukum Islam sebagai dasar perbuatan dari sebuha
ketentuan tersebut, dan efektifitas terhadap kehidupan dalam bernegara yang tetap

menjunjung nilai agama.®

5> May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia,” Vol.
14:1 (Maret 2017).

6 Asri, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Pangan yang tidak
bersertifikasi Halal,” Jurnal 1US Vol. 4: 2 (2016), him. 2-21.



Keempat, Bintan Dzumirroh Ariny (2018), dalam Tesisnya menyebutkan
bahwa tujuan terpenting pemerintah mengesahkan undang-undang Jaminan produk
Halal adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Jaminan Produk
Halal di Indonesia baik dari pengaturan permohonan sertifikasi halal sampai sanksi
yang diberikan bagi pelanggar yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku, sebagai
memberi sifat jera dan kedepanya lebih tertib dan mendukung agenda politik hukum

kemasyalahatan negara.’

Penelitian tersebut lebih mensorot UU JPH dari sisi bagaimana proses
sertifikasi dan pemberian kepastian hukum dengan memperhatikan bagaimana
pandangan fraksi-fraksi di DPR dalam pengesahan UU JPH. Dalam pokok
penelitian ini selain melihat kepastian hukum, penulis juga melihat kelemahan dari

substansi kepastian hukum dari UU JPH tersebut.

Dari sejumlah penelitian tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan
penelitian tentang bagian pandangan Islam memandang undang-undang tersebut
dalam penegakan hukum serta membangun kerangka Hukum Islam sebagai pisau

dalam mengupas ketentuan produk halal.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penyusunan penelitian masalah Islam dan kepastian hukum tentang masalah

jaminan kehalalan produk maka dibutuhkan kerangka teoritik sebagai berikut:

7 Bintan Dzumirroh Ariny,Tesis Dampak Positif Undang-Undang No.33 tahun 2014
Tentang Jaminan produk Halal di Indonesia (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), him. 206.



1. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah teori realistic legal certainly (yang sebenarnya
memberikan kepastian hukum) menjelaskan mengenai kepastian hukum, yaitu
perangkat hukum suatu negara yang harus mengikat, jelas dengan terang, tidak
menimbulkan multitafsir, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum
didalamnya harus bermuatan jaminan terhadap hak dan kewajiban setiap warga
negara. Dengan tujuan utama negara hukum demi terciptanya ketertiban hukum
kemudian terciptalah ketertiban masyarakat seacara umum.® Segala kebijakan
penyelenggaran negara harus berlandaskan kepada ketentuan didalam
perundang-undangan negara.. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
menjelaskan bahwa didalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia
harus didasarkan kepada hukum dan ketentuan perundangan-undangan, bukan
kepada kekuasaan pemerintahan. Kemudian didalam setiap peraturan harus
memiliki ketentuan hukum harus kongkrit dan jelas penjabaranya. Dan
kemudian dalam berhukum atau pelaksaan ketentuan perundang-undangan juga
harus berdasarkan hirarki kewenangan lembaga negara yang membentuk
peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya, kepastian hukum dimaksudkan
hanya demi memberikan perlindungan kepada rakya negara indonesia dalam
mempertahankan hak-haknya. Hak-hak yang dimaksud adalah hak-hak yang

menyeluruh yaitu hak-hak yang cakupannya kongkrit, jelas, tetap dan tertentu,

8 Immanuel Kant, dilihat dalam Taher Azhari. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-
prinsipnya. Di lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan
Masa Kini (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), him. 88.



yang ditandai dengan pemenuhan kewajiban yang sempurna.® Kemudian,
konsistensi terhadap norma hukum dalam peraturan perundang-undangan
tentang suatu hal tertentu harus berdasarkan kepada sosial masyarakat dan tidak
boleh bertentangan satu sama lain. Dengan kongklusinya, bahwa kepastian
hukum dibutuhkan agar terciptanya keadilan, ketertiban, dan jaminan bahwa

hukum dijalankan sebagaimana seharusnya.

2. Halal

Secara etimologi makanan yang diperblehkan dikonsumsi secara agama Islam
dan negara, dan didalamnya mengandung zat yang dimakan oleh makhluk hidup
untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Dalam bahasa
Arab, makanan berasal dari kata at-ta'am dan jamaknya adalah al-atimah yang
berarti makanan yang dapat dimakan oleh manusia, yang dapat menghilangkan
rasa lapar. Halal berasal dari bahasa Arab (J>=Y') yang berarti membebaskan,
memecahkan, membubarkan, melarutkan, dan membolehkan, mengizinkan.
Sementara itu, dalam ensiklopedia Hukum Islam, halal adalah segala sesuatu
yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau

sesuatu yang dapat dilakukan menurut syariat.

® Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik
dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7:1,
https://media.neliti.com/media/publications, akses 28 November 2019.

10 Syafrida. “Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan
Hukum dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, Jurnal Hukum, Universitas Tama
Jagakarsa, (2016), him. 167.
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Sementara itu, menurut buku petunjuk teknis sistem produksi halal yang
diterbitkan Kementerian Agama (KEMENAG), menyebutkan makanan adalah
sesuatu yang diperuntukkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia, serta
bahan-bahan yang digunakan dalam produksi makanan dan minuman tersebut.

Sedangkan halal adalah sesuatu yang dibolehkan (mubah) menurut syariat Islam.

Dapat disimpulkan bahwa makanan halal adalah makanan yang baik dan
dibolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu yang
sesuai dengan keterangan al-Qur’an dan al-Hadis yang sejatinya tersebut sebagai
dalil dasar dalam Hukum Islam. Sedangkan secara pengertian, makanan halal
yaitu makanan yang baik untuk di makanan yang dapat memberikan kesehatan
bagi tubuh, dan tidak menimbulkan kekacauan terhadap tubuh, dan hal itu tidak
ada larangan dalam al Qur’an maupun al-hadis. Tetapi dalam hal yang lebih luas
maka diperlukan keterangan yang lebih jelas dan mendalam secara keterangan
maka dapat menggali hukum-hukum berdasarkan keterangan /jma’ dan Qiyas
terhadap sesuatu al-Quran dan Hadis yang sifatnya terlalu umum maka perlu
digali lebih lanjut oleh ulama yang paham dalam metode penggalian hukum
yaitu ushil figh supaya dikemudian hari tidak menimbulkan hukum-hukum
yang syubhat (menimbulkan keragu-raguan hukum). Dan para ulama telah
berpendapat berupa ijma’ tentang hukumnya binatang-binatang ternak seperti
sapi, unta, dan kambing bahwa binatang tersebut halal hukum untuk
dikonsumsinya, namun haram hukumnya dari binatang tersebut jika segala
sesuatunya yang dapat menimbulkan bahaya, bisa kemudian berakibat

keracunan, timbulnya sebuah penyakit atau akan ada efek sampingan yang
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berlebihan sehingga dapat membahayakan nyawa (sideeffect). Dengan
demikian, sebagian ulama’ dalam memberikan keterangan tentang hukum-

hukum makanan yang halal dan kemudian hukum yang haram.!

. Hukum Islam

Hukum Islam atau istilah lainya namun sama maknanya yaitu syariat Islam
adalah sistem kaidah-kaidah ketentuan yang didasarkan pada wahyu Allah Swit.
(al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (hadis) mengenai tingkah laku bagi orang
yang telah mukalaf (orang yang Hukum Islam sudah dapat dibebani kewajiban,
dan dosa ganjaranya jika mengingkarinya) yang diakui dan diyakini, serta

mengikat bagi semua pemeluknya.

Dan ini mengacu pada apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah untuk
melaksanakannya secara sempurna ajaran agama. Hukum Islam menurut istilah
berarti ketentuan-ketentuan dan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah
Swt. yang dibawa seorang rasulullah untuk umat-Nya, baik itu berkaitan dengan
ajaran agidah (kepercayaan) adanya Tuhan dan hukum-hukumnya, ataupun yang
berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) dalam kehidupan beragama. Sedangan
menurut bahasa Hukum Islam adalah suatu perbuatan yang dikerjakan oleh
manusia untuk mencapai tujuan akhir kepada Allah Swt. dengan perbuatan
berdasarkan ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam. Setelah diteliti lebih luas,

ternyata Islam bukan hanya sekedar ajaran agama yang membimbing dan

11 Hussein Bahresy, Pedoman Figh Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), him. 303.
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mengajarkan tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah yang baik kepada
Tuhan-Nya, hubungan manusia dengan Allah Swt. Namun ada aturan-aturan
atau sistem ketentuan-ketentuan Allah Swt. dalam hal mengatur hubungan
manusia dengan sesamanya. Hukum-hukum tersebut seluruhnya bersumber dari

al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam ajaran Islam.

Ruang lingkup Hukum Islam merupakan objek kajian Hukum Islam atau
bidang hukum lainnya yang menjadi bagian dari ketentuan Hukum Islam.
Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat dari metode membagi hukum
menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sedangkan Hukum
Islam sama dengan hukum adat di Indonesia, tidak membedakan antara hukum
privat dan hukum publik. Akan tetapi, pembagian bidang kajian Hukum Islam
lebih memfokuskan pada perbuatan aktivitas manusia dalam menjalankan
muamalah. Dengan metode hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa ruang
lingkup Hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Allah
Swt.  (hablumminallah) dan hubungan manusia dengan sesamanya
(hablumminannas). Sistem hubungan yang pertama adalah ibadah sedangkan

sistem hubungan yang kedua disebut muamalah.

. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti dan
menganalisa peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal.
Metode yuridis normatif, motode dengan pengambilan data sekunder melalui

studi kepustakaan dan literasi. Kemudian data sekunder tersebut dianalisis dan



13

dievaluasi dengan bahan hukum primer (sangat terkait), bahan hukum sekunder,

dan bahan hukum tersier.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research)
dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data
yang dikumpulkan berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia,
jurnal, buku hukum dan lain-lainnya yang masih ada berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif ialah
memberikan penjelasan terhadap suatu gejala dan fakta, sedangkan analisis
ialah upaya mencari dan mengorganisasikan data penelitian secara sistematis,

kemudian melakukan kajian lebih mendalam untuk menemukan makna.!2

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati
masalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Produk Jaminan Halal, kemudian perundang-

undangan terkait yang senada bahasannya tentang jaminan produk halal

12 Jujun Suria Sumantri, Pedoman Tulisan IImiah (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), him. 35.
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kemudian Hukum Islam dan hukum positif indonesia sebagai dasar hukum

kajian pembahasan, serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum positif.

4. Sumber Data

a. Data Primer
Yang dijadikan sebagai data primer dari segi hukum positif yaitu: Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang
Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan,
Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
No 15 Tahun 2019, Peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019
tentang Pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal, Keputusan
Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pemeriksaan dan Penetapan Panganan Halal dan Keputusan Menteri
Agama Nomor 11 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana
Pemeriksaan Pangan Halal, Keputusan Menteri N0.982 Tahun 2019

Tentang Sertifikasi Halal.

b. Data Sekunder
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Yang menjadi data sekunder adalah buku-buku, jurnal, serta karya-karya
ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konsep akta notaris dan pidana.
Bahan hukum sekunder ini memberikan kumpulan data sebagai referensi

untuk melengkapi hasil penelitian.

c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terkait bahan
hukum primer maupun tersier, seperti bahan dari internet, kamus,

ensiklopedi dan bahan hukum lainnya.

5. Teknis Pengumpulan Data

Penelitian yang penulis lakukan adalah library research, dengan Teknik
pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. menurut Sugiyono
dokumentasi ialah metode yang dilakukan guna memperoleh data-data dan
informasi berupa literatur, buku, arsip, dokumen, tulisan angka bahkan
gambar jika dibutuhkanya, yang semua itu berupa laporan serta keterangan
yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi buku, kitab, jurnal, dan karya ilmiah lain yang

mendukung penelitian tersebut. 13

6. Analisis Data

13 Saefudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 40.
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Analisa kondisi eksisting terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
termasuk penelitian terhadap filosofis, efektifitas hukum, yuridis dan legal
drafting yang bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan
terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal termasuk menganalisa dari
sisi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tahap ini difokuskan pada
bagaimana memberikan penjelasan PP tentang Penyelenggaraan Bidang
Jaminan Produk Halal yang dikaitkan dengan penataan berupa perubahan
(penambahan, penghapusan dan perubahan) terhadap sejumlah pasal-pasal
dari PP Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan

Produk Halal dalam Undang-undang Cipta Kerja.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan
secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada setiap bab terdapat beberapa

sub bab. Sistematika pembahasan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang memberikan petunjuk secara
umum untuk mempermudah dalam skripsi ini, terdiri dari latar belakang masalah
yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, rumusan masalah
yang menitik poin penjelasan yang menjadi objek penelitian, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan dukungan penelitian

tentang literatur  referensi dari buku-buku atau hasil penelitian yang
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bersangkutan. kerangka teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian,
selanjutnya metode penelitian yang berguna untuk memudahkan peneliti
mendapatkan data, dan terakhir sistematika pembahasan yang memudahkan

pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua, menjelaskan ruang lingkup jaminan produk halal. Terdiri dari
enam sub bab. Sub bab yang pertama menjelaskan tentang pengertian halal. Sub
bab yang kedua menjelaskan tentang fatwa halal. Dan sub bab ketiga
menjelaskan sertifikasi halal, Sub bab yang empat prosedur pengajuan

sertifikasi, kemudian sub bab terakhir membahas pengawasan produk halal.

Bab ketiga, menjelaskan dasar hukum pengaturan produk halal. Sub bab
pertama menjelasan Hukum Islam yaitu sebagai Legalitas mengenai halal tidak
dapat dipisahkan dari Hukum Islam, hal ini tidak bisa dipisahkan dari dalil al-
quran, hadis dan ijma’. Kemudian di sub bab berikutnya menjelaskan Peraturan
Pemerintah Nomor 39Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal, ini sebagai dasar hukum kajian tesis ini bahwaPeraturan

Pemerintah tersebut aturan terbaru tentang jaminan produk halal.

Bab keempat, membahas tentang analisis Islam dan kepastian hukum
penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan peraturan pemerintah
nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Bidang Jaminan Produk Halal.
Bab ini merupakan inti dari pembahasan yang merupakan analisis masalah untuk
menjelaskan bagaimana kepastian hukum jaminan produk halal dan prosedur

penetapan produk halal.
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Bab kelima, yaitu penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil
penelitian dan jawaban rumusan permasalahan serta analisis mengenai kepastian
hukum jaminan produk halal dan bagaimana prosedur penetapanya sebagaimana
telah dijelaskan di bab sebelumnya, dan akan dirangkum dalam kesimpulan.

Selanjutnya adalah saran dan penutup sebagai akhir dari pembahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan serta hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

oleh peneliti, kemudian dapat disimpulkan bahwa:

1. Jaminan Dengan terbitya Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 pada tanggal
2 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal adalah
sebuah langkah besar dan kongkrit dengan tujuan menjamin kehalalan suatu
produk yang beredar di Indonesia. Secara garis besarnya ketentuan tersebut
menjamin produk-produk harus halal dengan ditandai lebel halal yang diperoleh
setelah mendapatkan sertifikasi halal, kemudian dengan prinsip keamanan,
keadilan dan memberikan kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi,
kinerja, dan profesional, serta efektivitas dan efisiensi.

Oleh karena itu, semua barang yang masuk dan beredar di Indonesia
wajib memiliki sertifikat halal, hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang
tentang Jaminan Produk Halal. “semua produk yang masuk, beredar, dan
diperdagangkan di wilayah Indonesia maka wajib bersertifikat halal” Begitu
pula dengan produk yang bahan dasarnya berasal dari yang diharamkan

(dilarang) juga wajib mencantumkan pernyataan tidak halal.*

! Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Jaminan Produk Halal, Pasal 2 ayat (3).

93
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Rangkaian Proses Produk Halal (PPH) dimulai dari penyediaan bahan,
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan
penyajian Produk, lokasi, tempat, dan alat-alat pendukung wajib dijaga
kebersihan dan higienitasnya, suci bersih dari najis, dan bebas dari bahan-bahan
tidak halal yang diharamkan ketentuan Syariah Islam.

Kemudian, demi stabilisasi produk halal di Indonesia maka diadakan
pemeriksaan dengan dibentuknya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Yang
bersifat mandiri yang independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan
baik secara perorangan atau kelembagaan dan penyelenggaraan sertifikasi
halal.?

Dalam rangka mewujudkan produk halal yang sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan, ialah (a) Tidak menggunakan arat penyajian secara bergantian
dengan yang digunakan untuk penyajian produk tidak halal; (b) Menggunakan
sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat;
(c). Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam
pemeliharaan alat; dan (d). Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk
yang halal dan tidak halal.

Makanan yang boleh dimakan (halal) menurut ketentuan Jaminan
Produk Halal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dengan
menggali dalil-dalil nash (al-quran) dan sunnah (Hadis) sebagai dasar hukumnya

dalam memberlakukan peraturan dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia.

2 |bid., Pasal 23 ayat (2).
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2. Ketentuan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesuai dengan ketentuan Syariah
Islam. Dengan seruan al-Quran kepada ummat muslim supaya selalu
memerhatikan makanan yang dikonsumsinya untuk tetap menjaga kehalalan
makananya dan menghindari barang yang haram atau yang dilarang oleh Syariat
Islam, keterangan ini telah disampaikan Allah Swt. berfirman di dalam Al-Quran
surat 'Abasa ayat 24:

ek ) oLy s

Bahan baku produk yang berasal dari hewan, tentu hewan yang
diperbolehkan oleh hukum indonesia dan Hukum Islam itu harus melalui
prosedur yang ditetapkan yaitu proses penyembelihan hewan tersebut wajib
sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan Syariat Islam serta menjaga
kaidah-kaidah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Artinya, menjaga
kesejahteraan hewan itu ketika penyembelihan harus menggunakan alat
pemotong yang tajam dengan alasan tidak mengakibatkan penyiksaan pada
hewan tersebut dan harus sekaligus memutus dua jalur utama pada leher hewan,
yaitu jalur makanan dan nafas. Keterangan tersebut sesuai pasal 71 Peraturan
Pemerintah nomor 42 tahun 2024.

Ketentuan pasal 6 ayat (2) di dalam Peraturan Pemerintah nomor 39
tahun 2021 bahwa pelaku usaha wajib menjaga tempat dan alat Proses Produk
Halal (PPH) supaya tetap bersih dan higienis, serta bebas dari unsur najis dan
bebas dari bahan yang tidak halal atau yang dilarang oleh Hukum Islam.
Ketentuan tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. di dalam al-Quran Surat al-

Bagarah ayat 151. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Swt.



96

menjelaskan kepada kita semua ummat Islam bahwa didalam ajaran Agama
Islam itu ada kewajiban untuk menjaga kesucian diri. Maka dari itu, kita juga
harus terus mengingat untuk mensucikan diri berarti kita perlu menjaga
kebersihan. Menjaga kesucian dan kebersihan itu dalam hal makanan, maka kita
wajib mengkonsumsi makanan yang halal tentu itu suci dan baik. Bukan hanya
persoalan kesucian, dengan memakanan makana yang halal dan baik itu juga
berefek ada kesucian jiwa seseorang dan hal tentu membuat seseorang tersebut

semakin berkwalitas keimananya kepada Alla Swt.

B. Saran

Namun faktanya kehalalan makanan di Indonesia permasalahannya justru ada pada
proses produksi makanan dan minuman yang rawan titik krisis pada bahan yang
digunakan dan juga proses pengolahannya. Persoalan terkait dengan tahapan proses
produksi yang ini menjadi point penilaian dari penetapan sertifikasi halal.
Permasalahan dasarnya terkait dengan kesediaan bahan yang halal dan terjaminnya
proses produksi halal sangat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam

memastikan bahan-bahan yang digunakanya jelas kehalalanya.

Kemudian, termasuk didalamnya ketika emplentasi Peraturan Pemerintah
ini pada tahapan pengajuan perpanjangan sertifikasi halal. Pada regulasi ini tidak
mensyaratkan kembali untuk menyertakan laporan Penyedia Halal yang
menguatkan bahwa tidak ada perubahan Proses Produk Halal (PPH) dan susunan
bahan dasar dalam produk tersebut. Sertifikasi halal tidak hanya terwakilan dengan

sebuah sertifikasi yang menyatakan suatu produk, yang harus diutamakan yaitu
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implementasi di lapangan tentunya juga mendapat pengawasan yang ketat dari tim
peyelenggera sertifikasi halal sehingga proses dan bahan yang digunakan benar-

benar terjamin kehalalnya.

Penting dilakukan kajian ulang bahkan dikritisi terkait beberapa hal
permasalahan. Sekalipun demikian, kedepanya perlu pengawalan yang lebih ketat
untuk melaksanakan implementasi dari Peraturan Jaminan Produk Halal yang
secara legal dan kekuatanya sudah terbuntuk, supanya tidak melenceng dari cita-
cita bangsa Indonesia. Sebab persolannya sesungguhnya bukan pada proses
maupun pembentukan norma perundang-undangan, akan tetapi pada level
implementasi sebuah peraturan akan diuji konsistensinya dalam berhadapan realitas

persoalan yang kompleks dan terus berkembang.
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